BAB IV
KONTRAK KERJA DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang

Sebelum terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja, dibuat suatu perjanjian Yyang merupakan dasar
kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak (pengusaha dan pekerja). Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang perjanjian
kerja, dan mengatur tentang perjanjian kerja bersama.
Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan, perjanjian
kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
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memuat Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak.!
Perjanjian kerja bersama termasuk dalam sebuah perjanjian. Di
dalam perjanjian minimal ada dua pihak. Pihak di dalam
perjanjian adalah subjek hukum, baik manusia maupun badan
hukum.?

Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum
perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan
kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak.
Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal
balik dari para pihak pembuat kontrak. Kewajiban dari pihak
pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya,
kewajiban bagi pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama.
Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah
pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pelaksanaan suatu
kontrak harus ditetapkan secara tegas, cermat, serta harus
dituangkan dan tercermin dalam isi kontrak. Umumnya, pihak-

pihak yang mengadakan suatu kontrak tidak mengatur atau

! R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2013), h. 118

2 Abdul Racmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.
Indeks, 2011), h. 107



102

menetapkan hak dan kewajiban mereka secara teliti. Para pihak
hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja.> Untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, dibuatlah
pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak dan
kewajiban karyawan dan perusahaan yang dikenal dengan nama
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Peraturan Undang-Undang No.
13/2003 pasal 108 mengharuskan  pengusaha  yang
memperkerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perlu adanya kejelasan yang
menyeluruh mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan
pekerja serta tata tertib dalam bekerja dan di lingkungan kerja..*
Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan
bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh tenaga kerja itu
memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah. Sebenarnya,

hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan

®Frans Satrio Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat
Kontrak, (Jakarta: Visimedia,2008), h. 18.
* R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, ... ... , h. 120-122.
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begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah
hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. la harus
bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan
syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. la harus mencurahkan
perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Secara moral,
dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan
tidak bolen ada godaan maupun suapan yang dapat
mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan
majikannya.” Islam dalam ajaran moralnya meminta para
pengusaha membayar buruh dengan upah yang wajar serta
meningkatkan fasilitas kerja mereka. Jika para pengusaha tidak
memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk
mengatasi permasalahan ini, sehingga para pekerja memiliki
jaminan bahwa hak-hak mereka akan terpenuhi.’

Dalam tahun-tahun terakhir ini undang-undang telah

memberikan hak-hak yang meningkat kepada para pekerja.

*Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip
Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012) , h. 192-196

*FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan
Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),
h.231.
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Beberapa hak itu umumnya berlaku, seperti hak-hak terhadap
pemberitahuan syarat-syarat secara tertulis, keterangan rincian
pembayaran, dan jangka waktu pemberitahuan minimum. Hak-
hak lainnya hanya berlaku bagi jenis-jenis pekerja tertentu, atau
dalam keadaan yang khusus.’

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian Kkerja, maka
terjadilah hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan
perjanjian. Dengan timbulnya hubungan hukum akan melahirkan
hak dan kewajiban diantara para pihak. Adapun yang menjadi
kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut
adalah:

a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian
kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas;

b) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian;

c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti;

d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya

untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa

’S.B. Marsh and J. Soulsby (Alih Bahasa: Abdul Muhammad),
Hukum Perjanjian, ... ..., h.337.
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urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana
mestinya,;

e) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila
kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau
kelengahannya (alfa).

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib
dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

a) Hak untuk memperoleh pekerjaan.

b) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.

¢) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan
pekerjaan.

d) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-
bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan
pekerjaan.?

Menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja,
dalam dunia kerja pun memilki beberapa resiko terjadinya
kecelakaan saat bekerja. Apabila pekerja mengalami kecelakaan

secara tidak terduga saat sedang melakukan tugasnya dalam

8 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166.
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bekerja berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan
yakni Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, pihak perusahaan
melaksanakan kewajibannya terhadap pihak pekerja dengan
menanggung biaya perawatan secara keseluruhan dengan jaminan
sosial atau dapat disebut saat ini dengan BPJS Ketenagakerjaan
yang diikut sertakan oleh perusahaan kepada para pekerja.
Dengan demikian terlaksana pula kewajiban pihak perusaahaan
dan pihak pekerja mendapatkan haknya sebagaimana terdapat
dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta mendapat perlakuan
yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama”.

Adapun hak lain yang diperoleh oleh pekerja seperti waktu
istirahat dan cuti, pihak perusahaan (PT. Shinta Woo Sung)
memberikan masa cuti yang dapat diambil ataupun digunakan
olen pekerja kapan saja saat sewaktu-waktu pekerja ingin

menggunakan masa cuti tersebut, dengan batasan masa cuti
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selama 12 (dua belas) hari selama setahun. Sedangkan bagi
wanita hamil kebijakan perusahaan memberikan waktu istirahat
selama 3 (bulan). Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal 79 ayat (1): “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan
cuti kepada pekerja/buruh”. Di PT. Shinta Woo Sung terdapat
pekerja yang bergabung atau menjadi anggota serikat pekerja
yakni yang bergabung dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1)
“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh”. Dalam pasal ini pihak pekerja
dapat bergabung dengan serikat pekerja sebagai perwakilan
seluruh pekerja yang ada pada perusahaan demi kesejahteraan
yang didapat bagi para pekerja secara menyeluruh. Masih banyak
terealisasinya terhadap hak pekerja yang ada diperusahaan seperti
hak mendapatkan upah lembur dalam Pasal 78 ayat (2),
kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan mengatur secara rinci mengenai hak dan

kewajiban yang harus didapatkan oleh para pekerja dan dapat
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menjadi pedoman atau acuan oleh seorang HRD perusahaan

dalam memperhatikan hak dan kewajiban para pekerja.

Hak dan kewajiban pekerja yang terdapat dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang lainnya selain

yang disebutkan diatas, diantaranya hak yang diperoleh pekerja

dalam pelaksanaan suatu kontrak kerja dengan pihak perusahaan

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diantaranya:®

Mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, dalam hal
ini tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan
dan mendapat perlakuan yang sama (pasal 5 dan pasal 6).

Pelatihan kerja, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh
dan/atau meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja
sesuai bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan
kerja (pasal 11), memiliki kesempatan mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bidang tugasnya (pasal 12 ayat 3),
memperoleh  pengakuan  kompetensi kerja  yang
diselenggarakan lembaga kerja baik pemerintah, swasta

ataupun pelatihan di tempat kerja. Tenaga kerja yang

o https://www.gadjian.com/blog/2018/03/07/hak-dan-kewajiban-

pekerja-menurut-uu-ketenagakerjaan/, (diakses pada 3 Juni 2018, 20.30 WIB)
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mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan

kualifikasi kompetensi kerja baik dari perusahaan atau

lembaga sertifikasi (pasal 23).

Penempatan tenaga kerja, dalam hal ini tenaga Kkerja

mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri (pasal

31).

Hak pekerja dalam perlindungan, pengupahan dan

kesejahteraan yang didapat para pekerja yang harus

diperhatikan oleh perusahaan yakni:

1. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga Kerja
penyandang cacat wajib memberikan perlindungan
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya (pasal 67).

2. Memberi kesempatan yang secukupnya kepada pekerja
untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya (pasal 80).

3. Bagi pekerja perempuan memperoleh hak istirahat

selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
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melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau
bidan dan pekerja perempuan yang mengalami
keguguran kandungan memperoleh istirahat 1,5 (satu
setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter
kandungan atau bidan (pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)),
ataupun pekerja yang menggunakan waktu istirahat yang
telah dipaparkan sebelumnya berhak mendapatkan upah
penuh (pasal 84). Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-
hari libur resmi (pasal 85 ayat (1))

4. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak (pasal 88 ayat (1)),
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari
upah minimum (pasal 90 ayat (1)), setiap pekerja dan
keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social
tenaga kerja (pasal 99 ayat (1)).

Dan kewajiban pekerja untuk perusahaan dalam UU
Ketenagakerjaan atau dapat dikatakan dalam hubungan industrial,

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 102 ayat (2) UU
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Ketenagakerjaan “Pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi,  menyalurkan  aspirasi  secara  demokratis,
mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan
anggota beserta keluarganya”. Serta pengusaha, serikat pekerja/
serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama dan memberitahukan isi perjanjian kerja
bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh (pasal
126 ayat (1) dan ayat (2)). Adapun kewajiban pekerja lainnya
yakni terdapat dalam pasal 136 ayat (1) dan pasal 140 ayat (1).
Dalam KUHPerdata 1603, pasal 1603 a, pasal 1603 b, dan
pasal 1603 ¢ mengatur tentang kewajiban buruh, yang pada

intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:'°

10 Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu
Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2016), h.75.
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Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan
menurut kemampuan dengan sebaik-baiknya (vide 1603
KUHPerdata). Melakukan pekerjaan adalah tugas utama bagi
seorang pekerja/buruh yang harus dilakukan sendiri, namun
dengan seizin pengusaha/majikan dapat menyuruh orang lain
menggantikannya (vide Pasal 1603 a KUHPerdata). Hal ini
disebabkan karena pekerjaan yang dilakukan oleh
pekerja/buruh bersifat sangat pribadi karena terkait dengan
keahliannya/bakatnya.

Buruh/Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk
majikan/pengusaha (vide 1603 b KUHPerdata). Aturan
yang wajib ditaati oleh pekerja/buruh sebaiknya dituangkan
dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang
lingkup petunjuk tersebut.

Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika pekerja/
buruh melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik
karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan
prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda

sesuai dengan jenis kesengajaan atau kelalaian.
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Terealisasinya hak dan kewajiban pekerja berdasarkan
Undang-undang yang tertuang pada isi surat kontrak kerja pada
perusahaan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan
pihak perusahaan. Karena pekerja telah memenuhi kewajiban
yang mengikat dirinya dengan perusahaan, serta haknya yang
diperoleh dari kewajiban perusahaan kepada pekerja. Adapun hak
dan kewajiban antara pekerja PKWT dan pekerja PKWTT
memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam perjanjian/kontrak
kerja. Namun memiliki satu perbedaan untuk pekerja PKWT
yakni ketika sudah habis waktu kerja yang tertuang dalam
kontrak kerjanya dengan perusahaan, pekerja PKWT tidak
mendapatkan pesangon dan hanya mendapatkan uang pisah
sebagaimana sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan saat
pekerja dengan jangka waktu dalam kontrak kerja telah selesai
atau telah mencapai masa berakhirnya pekerjaan maka hak dan

kewajiban pekerja dengan perusahaan pun ikut berakhir.'*

'Syamsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018.
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B. Penerapan Kontrak Kerja pada PT. Shinta Woo Sung
dihubungkan dengan pasal 59 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Berdirinya sebuah perusahaan memiliki tujuan utama
yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan, serta
bersaing dengan berbagai produk yang dihasilkan oleh beberapa
perusahaan lainnya guna memenuhi permintaan masyarakat
dipasaran dan masyarakat itu pula selaku sebagai konsumen.

Salah satu perusahaan yang menghasilkan produk
berbahan kain textil yakni PT. Shinta Woo Sung yang bertempat
di kecamatan Kopo, Serang-Banten sesuai data yang diterima dari
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung memiliki pekerja yang
berjumlah 277 orang yakni diantaranya 114 pekerja yang
berstatus tetap (PKWTT) dan 163 pekerja kontrak (PKWT).
Adapun dalam sistem kontrak kerja yang dilakukan oleh
perusahaan textil ini yakni adanya perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu (PKWT) atau dapat disebut pekerja dengan tetap
dengan memasuki usia 56 tahun pekerja PKWTT telah pensiun

dan sistem kontrak kerja dengan memberlakukan masa kerja yang
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ditentukan kepada pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan memperpanjang kontrak kerja kepada
pekerja setelah masa waktu kontrak kerja yang lama berakhir.
Dalam bahasa hukum istilah kata “perpanjangan/
diperpanjang" mengandung arti penambahan jangka waktu
berlakunya suatu perjanjian tanpa mengubah syarat-syarat dalam
pemberian perjanjian tersebut. Terdapat perbedaan arti antara
"perpanjang PKWT" dengan  “pembaharuan = PKWT".
Perbedaannya adalah, kalau di-"perpanjang", isi perjanjian tetap
sama hanya masa berlakunya saja yang dirubah sedangkan
"pembaharuan”, isi perjanjian bisa sama atau berubah tergantung
pada kesepakatan maupun situasi kondisi ke dua belah pihak.*?
PT. Shinta Woo Sung, menerapkan sistem kontrak kerja
atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam perjanjian
tertuang diatas kertas hitam putih (surat kontrak) sebagai
perjanjian  tertulis yang mana pihak pekerja akan

menandatanganinya dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang

12 http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/11/pemahaman-
isi-pasal-59-uu13-tahun-2003.htmI?m=1 (diakses pada 19 Juli 2018, 21.43
WIB)


http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/11/pemahaman-isi-pasal-59-uu13-tahun-2003.html?m=1
http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/11/pemahaman-isi-pasal-59-uu13-tahun-2003.html?m=1
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tertuang dalam surat kontrak tersebut. Berdasarkan wawancara
yang dilakukan kepada Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung yakni
Bapak Samsu diruang kerja staff kantor perusahaan, sistem
kontrak kerja yang dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu
pada perusahaan ini yakni paling lama 2 (dua) tahun. Adapun
setelah 2 (dua) tahun, PT. Shinta Woo Sung menerapkan
perpanjangan kontrak kerja kepada pekerja dengan perjanjian
kerja waktu tertentu dan terdapat jeda istirahat 30 hari setelah
pihak perusahaan memberitahukan maksud perpanjangan kontrak
dalam 7 (tujuh) hari masa tenggang waktu kontrak berakhir."
Maksudnya pemberitahuan perpanjangan kontrak yakni
perusahaan memberitahukan secara tertulis kepada pekerja yang
akan diperpanjang yang bisa karena pekerjaan yang diselesaikan
belum selesai atau ada pekerjaan produk baru. Serta jumlah
pekerja PKWT lebih dominan dari pekerja PKWTT dalam data
yang ditemukan dalam hal ini karena disesuaikan dengan jenis

pekerjaannya, maupun dari segi biaya menekan biaya karena

3 Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018.
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untuk PKWT tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar
pesangon dan penghargaan masa kerja.'*

Dasar dari pekerjaan yang berdasarkan perjanjian kerja
waktu tertentu adalah adanya suatu pekerjaan yang pasti akan
selesai dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hal
tersebut dapat saja meleset, sehingga jika tidak dilakukan suatu
upaya, tentunya pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dan
jika terus merekrut tenaga kerja yang baru tentunya akan
membutuhkan waktu, sehingga dapat ditempuh dengan
melakukan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT)."® Untuk mengetahui agar seorang pekerja tersebut
adalah seorang pekerja PKWT dalam pemenuhan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang.

Pada pasal 59 ayat (1) disebutkan perjanjian kerja waktu
tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan

pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu, menurut

* Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 13 November 2018.

Jimmy Joses Sembiring, Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak
dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, (Jakarta: Visimedia,
2016), h. 5-6.
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jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam

waktu tertentu. Selanjutnya ditentukan jenis sifat atau kegiatan

pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, yaitu: *°

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk
perjanjian kerja waktu tidak tertentu hal yang menentukan adalah
untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap.

Dalam keputusan Kepmenakertrans No.
KEP.100/MEN/V1/2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT Wajib dicatatkan oleh

pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang

16 Jimmy Joses Sembiring, Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak
dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, ... ... , h. 29.
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ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak penandatanganan.*’

Melihat kepada pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003 untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang berbunyi: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dapat diperpanjang atau diperbaharui”.18 Berdasarkan pada bunyi
pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam
pasal tersebut adalah kata atau bukan kata dan. Dengan demikian
bagi PKWT yang masa kerjanya telah habis, maka perusahaan
dapat memilih untuk memperpanjang atau memperbaharui
perjanjian kerja tersebut dengan melihat ketentuan-ketentuan
yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan
bunyi pasal 59 ayat (1) tersebut perusahaan tidak dapat
menerapkan penggunaan perpanjangan dan pembaharuan secara
sekaligus."® Dengan demikian masa waktu kontrak kerja (PKWT)

hanya selama 3 (tiga) tahun yakni dengan 2 (dua) tahun kontrak

7 Redaksi Huta Publisher, Undang-Undang Ketenagakerjaan,
(Depok: Huta Publisher, 2016), h. 153.

® UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(www.dpr.go.id).

Phttp://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI2820/uuk-132003-psl-59
(diakses pada Senin, 18 Juni 2018, 19.54)


http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2820/uuk-132003-psl-59
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kerja diawal dan hanya dapat diperpanjang sekali yakni 1 (satu)
tahun kedepan.

Sebagaimana memperhatikan Undang-undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni pada pasal 59 ayat
(5) berbunyi “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh
yang bersangkutan”. Kemudian pada ayat selanjutnya yakni ayat
(6) menjelaskan: “Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu
hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang
lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”.?°

Adapun jangka waktu ketika seorang pekerja
diperpanjang kontrak kerjanya yakni dalam kurun waktu

maksimal 1 tahun, yang berarti kontrak hanya dapat diperpanjang

paling lama 1 tahun kedepan. Untuk pekerja yang di perpanjang

2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(www.dpr.go.id).
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kontraknya, oleh pihak perusahaan sendiri agar dapat

memperbaharui atau memperpanjang kontrak kerja, maka telah

diterapkan Kriteria-kriteria tertentu untuk perpanjangan pekerja

PKWT oleh perusahaan PT. Shinta Woo Sung, diantaranya:**

e Kaedisiplinan, yakni disiplin dalam artian tidak terlambat
datang kerja.

e Rajin, tidak pernah absen (selalu masuk kerja setiap harinya
pada saat waktu kerja dan juga bersedia lembur)

e Produktifitas, hasil kerjanya terus meningkat sebagaimana
hasil evaluasi yang dilakukan yang di terima dari setiap
leader.

e Taat, mengikuti peraturan perusahaan.

Dari kriteria-kriteria diatas diperoleh dari data-data setiap
ketua regu (leader) setiap bagian pekerja sebagai bahan
petimbangan oleh perusahaan untuk mengevaluasi hasil kinerja
setiap pekerja guna mengetahui apakah pekerja tersebut layak

untuk diperpanjang kontrak kerjanya.

21 samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018.
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Adapun prosedur perpanjangan kontrak kerja dengan
pekerja yang akan diperpanjang kontraknya, pihak perusahaan
yang berwewenang akan memberitahukan maksud perpanjangan
kontrak kepada pekerja dalam 7 (tujuh) hari masa tenggang
kontraknya. Kemudian memanggil pekerja tersebut untuk
membaca serta menandatangani surat kontrak kerja dengan data-
data yang telah dituliskan secara rinci dalam surat kontrak
tersebut yang akan mengikat kembali kedua belah pihak selama 1
(satu) tahun kedepan, setelah perusahaan mengevaluasi kinerja
serta kedisiplinan pekerja tersebut selama bekerja 2 (dua) tahun
sebelumnya.*

Peraturan perusahaan adalah aturan yang dibuat secara
tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata
tertib perusaahaan.? Peraturan Perusahaan Pada PT. Shinta Woo
Sung memperhatikan atas ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam menjalankan seluruh peraturan yang

dibuat, mengenai hal-hal penting dalam hubungan dengan para

22 Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018
2% R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, ... ..., h. 125
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pekerja termasuk dalam Perjanjian Kerta Waktu Tertentu
(PKWT).?

PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui. PKWT
yang didasarkan jangka waktu dapat diadakan untuk paling lama
dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka
waktu paling lama satu tahun. Pengusaha yang bermaksud
memperpanjang PKWT tersebut, paling lama tujuh hari sebelum
PKWT berakhir untuk memberitahukan maksudnya secara
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaharuan
PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaharuan
PKWT ini hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua
tahun. PKWT vyang tidak memenuhi ketentuan, maka demi
hukum menjadi PKWTT.?

Berdasarkan keputusan Kepmenakertrans
No.KEP.100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diatur bahwa Perjanjian Kerja

* Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018.

2* Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu
Pengantar ... ... , h. 74.
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Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk paling lama 3
(tiga) tahun. Dari ketentuan ini, dapat menimbulkan 2 (dua)
tafsiran, yakni perjanjian kerja dalam satu periode dibuat untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun, kemudian dilakukan perpanjangan
sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing satu tahun dan setelah itu,
status dari karyawan tersebut menjadi permanen. Penafsiran
yang lain, yaitu perjanjian kerja dibuat dalam satu periode dan
jika sudah mencapai jangka waktu 3 (tiga) tahun, perjanjian
tersebut dianggap selesai, kemudian dibuatkan perjanjian baru.
Demikian seterusnya, sehingga kedudukan dari karyawan
tersebut tetap kontrak.?

Selain perjanjian yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu,
ada pula perjanjian yang merupakan hubungan hukum antara
pekerja dan majikan melalui kerja magang atau pemagangan.
Pemagangan sebagai salah satu bentuk pelatihan kerja dipandang
sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi pekerja, serta

memenuhi kebutuhan tenaga kerja.?’Pada PT. Shinta Woo Sung

26Jimmy Joses Sembiring, Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak
dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, ... ... , h. 30.
2" R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, ... ..., h. 114.
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pun terdapat pemagangan, adapun masa kerja yang berlaku untuk
pekerja magang yakni selama 3 bulan untuk masa kerja kepada
perusahaan. 2

Seseorang resmi menjadi karyawan sebuah intitusi jika
sudah terjadi kesepakatan, baik lisan maupun tertulis. Sangat
disarankan bila seorang karyawan membuat kesepakatan tertulis
dengan perusahaan tempat bekerja. Hal itu karena akan lebih
aman bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak mengikari
kesepakatan, tidak mudah untuk mengikari karena ada bukti
tertulis yang bisa dijadikan bukti.?® Pada dasarnya kontrak harus
dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik, namun
dalam kenyataannya sering kali salah satu pihak melaksanakan
substansi kontrak (isi kontrak), walaupun mereka telah diberikan
somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Karena salah satu pihak
lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lainnya dengan
sangat terpaksa memutuskan kontrak itu secara sepihak.

Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara

%Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 17 April 2018.

% Indra Yana, Hak dan Kewajiban Karyawan, (Depok: Raih Asa
Sukses, 2010), h. 10.
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untuk  mengakhiri  kontrak yang dibuat oleh para
pihak.*°Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perlindungan
hukum terhadap karyawan/pekerja berstatus kontrak tidak sama
dengan karyawan/pekerja berstatus tetap. Pada karyawan dengan
berstatus kontrak, jika masa kontrak berakhir, hubungan kerja
juga berakhir dan tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk
membayar sejumlah kompensasi, kecuali kontrak tersebut diputus
sebelum jangka waktunya berakhir.®'Jika seorang pekerja
memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya terlebih dahulu
sebelum masa waktu kerja yang tertuang dalam kontrak berakhir,
maka pekerja diharuskan untuk membayar sisa kontrak tersebut
kepada perusahaan. Begitupun sebaliknya apabila pihak
perusahaan memutuskan kontraknya dengan pekerja sebelum
masa kontrak kerja berakhir maka perusahaan membayar sisa
kontrak kepada pekerja. Selain dalam hal tersebut apabila pekerja
melanggar terhadap salah satu tata tertib kerja yang tertera dalam

surat perjanjian (kontrak kerja) ataupun melakukan kesalahan

% salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak, .... ...,h. 178.

3 Jimmy Joses Sembiring, Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak
dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, ... ... , h. 30.
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yang tidak bisa ditoleransi, pekerja tersebut diberhentikan
sebelum kesepakatan kerja waktu tertentu tersebut berakhir
karena pekerja tersebut melalukan kesalahan yang fatal seperti

mencuri alat-alat atau fasilitas perusahaan.*

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Kerja
dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa
kontrak disama artikan dengan perjanjian. Yang mana kontrak
akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pihak yang
terikat. Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan:** “Sebuah
perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”. Serta yang mana diketahui bahwa sistem pengaturan
hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system) dimana para
pihak bebas mengadakan perjanjian. Dalam hubungan industrial

yakni antara pekerja dan perusahaan melakukan sebuah

%2 Samsu, Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung, wawancara dengan
Kabag HRD PT. Shinta Woo Sung di kantornya, tanggal 9 Mei 2018.

** Burgerlik Wetboek, Penerjemah R. Subekti dan R. Tjtrosudibio,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2015), h.
338.
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perjanjian kerja (kontrak kerja), seperti halnya pada PT. Shinta
Woo Sung yang ada di kecamatan Kopo, Serang-Banten.

Kontrak dipersamakan dengan al-’agd. Al-mu’amalah
dalam pengertiannya adalah bidang figh yang memfokuskan pada
hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan
sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian
sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka dengan perpandukan syariat. Asas
dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad (kontrak) yang
menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam
secara sah. Dari penjelasan tersebut, tergambar bahwa kontrak
(al-'aqd) merupakan bagian penting dari muamalah.®* Akad yang
dilakukan diantara kedua pihak yang saling berhubungan harus
berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara, tidak boleh
bertentangan dengan syara’ dan akan menimbulkan implikasi
hukum yang lain seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan

lainnya.>> Hak sewa dalam hal ini pekerja sebagaimana yang

% Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia,
2012), h.109-110.

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), h. 48.
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telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13
Tahun 2003), pekerja berhak memperoleh perlindungan,
pengupahan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam, membagi akad dengan menjadi
dua jenis, yaitu akad bernama dan tidak bernama (belum diberi
nama). Akad bernama adalah akad yang sudah ada namanya
tersendiri, seperti nama akad mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan lain-lain. Adapun akad yang tidak bernama
adalah akad yang belum dinamai, sebab ulama belum
membahasnya. Akad ini sebagai tuntutan orang-orang modern
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti akad
pembuatan rumah, akad jual beli secara online, dan akad lainnya.
Menurut al-Kasani ada beberapa akad bernama sebagaimana
uraian berikut ini:*

1. Sewa menyewa (al-ijarah);
2. Penempatan (al-istisna);

3. Jual beli (al-ba’i);

*® FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan
Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
h. 171.
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4. Penanggungan (al-kafalah);
5. Pemindahan hutang (al-hawalah);
6. Dan lain sebagainya.

Dalam hal perjanjian kerja/perburuhan merupakan
perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan
pihak yang memberikan pekerjaan (majikan). Lazimnya
pekerjaan memberikan perintah yang melakukan pekerjaan harus
mentaati perintah tersebut. Perjanjian kerja dalam syariat Islam
digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), yaitu
ijjarah a'yan, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan
pekerjaan.’’

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perjanjian
yang dilakukan antara pekerja dengan perusahaan adalah jenis
akad bernama karena dalam bekerja para pekerja dapat dikatakan
tenaganya di sewa atau sewa-menyewa untuk melakukan
pekerjaan yang dilakukan guna menghasilkan produksi
perusahaan dengan upah yang diberikan dalam bentuk lain.

Dengan kata lain dapat artikan pula yakni sebagai jenis akad

37 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.164.
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ijarah a’yan sebagaimana uraian diatas. Dengan memperhatikan
pula sebagaimana menurut al-Kasani ada beberapa akad bernama
diantaranya terdapat akad ijarah (sewa menyewa) dalam jenis
akad bernama.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa
sebagai kompensai/pembayaran manfaat yang dinikmatinya.
Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli
dianggap layak pula sebagai sewa dalam ijarah. Kebanyakan
ulama mengatakan, “syarat yang berlaku untuk harga juga
berlaku pada sewa”. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang
bernilai dan diperbolehkan oleh syara/ dan harus diketahui
jumlahnya”.*® Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
menyatakan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.*
Dengan demikian perusahaan harus memberikan upah (gaji) atas

jasa pekerja yang telah memberikan tenaganya untuk

menghasilkan produksi perusahaan.

** Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ... ..., h. 159.
* UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(www.dpr.go.id).
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Menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji
orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya
kering, sebagaimana sabdanya: *°
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"Dari 'Abd. Allah ibn 'Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."
(HR. Ibn Mjah)

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau
gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan
setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda
karena ada kemungkinan yang bersangkutan  sangat
membutuhkannya.**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan

%0 Muhammad Lugman As Salafi, Syarah Bulughul Maram

(Penerjemah: Achmad Sunarto), (Surabaya: Karya Utama, 2006), h. 313.
1 1dri, Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 222.
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yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu Yyang
diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban
masyarakat.*’

Seperti halnya UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan sebagai payung hukum ketenagakerjaan yakni
yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama,
dan sesudah masa kerja. Dalam perjanjian/kontrak kerja salah
satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang
lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan kontrak itu secara
sepihak. Seperti halnya yang disebutkan pada pasal 59 ayat (7)
yang menyatakan:** “Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka

demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

*2 Winda Wijayanti, Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk
Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012), Jurnal, (Jakarta: 2013), h.
186.

“ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(www.dpr.go.id).
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Dengan demikian dalam pasal ini menegaskan bahwa kontrak
kerja terhadap pekerja PKWT dapat menjadi pekerja
PKWTT/tetap, apabila tidak memenuhi ketentuan pada pasal 59
dengan ayat yang disebutkan.

Dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 58, berbunyi:**
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Diatas, terbaca bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak dari
kata amanah. Hal ini karena amanah bukan sekedar sesuatu yang
bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam.

Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ketika memerintahkan

untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan

* Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 113.
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menyatakan: apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia.
Tetapi, sebelumnya memerintahkan menunaikan amanah, redaksi
semacam ini tidak ditemukan. Tetapi, menetapkan hukum bukanlah
wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan
tata cara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang
memenuhi syarat syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum,
kepadanyalah ditujukan perintah diatas, yaitu kamu harus menetapkan

dengan adil.*®

* M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan

Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati,2002), h. 582.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang ada maka dapat penulis
simpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pekerja timbul dari suatu kontrak sebagai
hubungan perikatan. Hak dan kewajiban pekerja yang tertera
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13
Tahun 2003 menjadi payung hukum tenaga kerja, ataupun
menjadi acuan bagi para pihak perusahaan dalam pemenuhan
hak dan kewajiban pekerja atas suatu perjanjian kerja/kontrak
kerja yang mana saling mengikat keduanya. Bila kontrak
kerja telah berakhir maka hak dan kewajiban pekerja pada
perusahaan pun ikut berakhir. Hak pekerja yang terdapat
dalam UUK diantaranya mengenai hak pekerja memperoleh
perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, waktu istirahat,
pelatihan kerja, serta memperoleh perlakuan yang sama

dengan pekerja yang lain. Adapun kewajiban pekerja dalam
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UUK vyakni  melaksanakan ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama dan memberitahukan isi perjanjian
kerja bersama atau perubahannya, selain itu dalam
KUHPerdata kewajiban pekerja melakukan pekerjaan yang
diperjanjikan menurut kemampuan dengan sebaik-baiknya,
membayar ganti rugi dan denda bila melakukan kesalahan
yang merugikan perusahaan, mentaati aturan dan petunjuk
majikan/ pengusaha.

Sistem kontrak kerja pada PT. Shinta Woo Sung yaitu
pekerja yang telah lulus dalam pemenuhan kualifikasi
persyaratan berkas sebagai pekerja PT. Shinta Woo Sung,
kemudian pekerja akan dipanggil oleh perusahaan dan akan
menandatangani surat kontrak kerja yang akan mengikat
dirinya dengan perusahaan selama 2 (dua) tahun. Setelah 2
(dua) kontrak kerja pada awal perjanjian tersebut perusahaan
memberlakukan perpanjangan kontrak kerja dengan
mengevaluasi kinerja serta kedisiplinan pekerja tersebut baik
atau sangat bagus selama bekerja dengan perusahaan pada

awal kontrak kerja. Dengan prosedur pihak perusahaan
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memberikan maksud dan tujuannya memperpanjang kontrak
kerja secara tertuis sebelum 7 (tujuh) hari masa tenggang
kontrak kerja, yang karena pekerjaan yang diselesaikan
belum selesai atau ada pekerjaan produk baru. Kemudian
mengevaluasi hasil kinerjanya dari ketua regu (leader)
setelah itu memanggil pekerja untuk membaca lalu
menandatangani surat kontrak kerja 1 (satu) tahun kedepan
untuk kembali bekerja dengan perusahaan. Namun apabila
pihak pekerja memutus kontrak kerja sebelum kontrak kerja
berakhir maka pihak pekerja harus membayar sisa
kontraknya, dan begitu pula sebaliknya.

Kontrak dipersamakan dengan al-’aqd yang memfokuskan
pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-
hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak,
dan penyelesaian sengketa. Akad yang digunakan dalam hal
ini (pekerja dan perusahaan) yakni ljarah A ’yan yang artinya
sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan,
serta dapat dikatakan sebagai akad bernama menurut para

ulama figh dan menurut al-Kasani. Hukum berfungsi sebagai
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perlindungan kepentingan manusia, dan UU yang menjadi
payung hukum ketenagakerjaan yakni UU No. 13 Tahun
2003. Dalam Islam bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan
bermaksud tampil menetapkan hukum kepadanyalah serta harus
menetapkan dengan adil, ditujukan perintah Allah dalam Q.S An-
Nisa ayat 58.

B. Saran
Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai
dengan hasil dengan pembahasan sebelumnya. Adapun saran
yang penulis sampaikan yakni:
4. Pemerintah
Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja selaku
pengawas terhadap pekerja dalam bidang ketenagakerjaan,
selalu melakukan pengawasan dalam hubungan industrial
yakni antara pekerja dan perusahaan, agar terealisasinya
Undang-Undang Ketenagakerjan No. 13 Tahun 2003 ini
sebagai payung hukum bagi hubungan industrial dalam

bidang ketenagakerjaan.
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Perusahaan

Bagi pendiri perusahaan (PT. Shinta Woo Sung) ataupun
perusahaan yang menerapkan sistem kontrak kerja (PKWT)
bagi pihak yang berwenang dalam perjanjian kerja/ kontrak
kerja, dapat meningkatkan produktifitas serta kinerja dalam
industri perusahaan dan bersaing dengan sehat serta selalu
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana
yang diatur dalam UU khususnya Undang-Undang
Ketenagakerjaan dalam pengoperasian perusahaan agar
terciptanya hubungan yang harmonis dengan para pekerja.
Pekerja

Bagi para pekerja khususnya pekerja PKWT selalu mentaati
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat kontrak
kerja, melakukan kinerja yang terbaik bagi perusahaan serta
teliti dan cermat dalam membaca isi surat kontrak kerja
sebelum menandatangani untuk memutuskan mengikat diri
dengan perusahaan, agar tidak ada yang terlewatkan atas
pemenuhan hak yang harus didapat selama bekerja serta

kewajiban yang harus dilakukan.



